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BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  

NOMOR    41    TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG 

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

     BUPATI BARITO UTARA,  

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten 

Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan 

Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito 

Utara Nomor 69 Tahun 2017;  

  b.  bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b 

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan 
Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif  

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu 
disesuaikan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 181,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6396) 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara  Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara  Nomor 4); 

7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69); 
 

 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG 
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH. 
 

Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 

2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif  Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito 




	TENTANG

